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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yargnbek Republik,
dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dit@ksn menurut Undang-
Undang Dasar. Kedaulatan rakyat ini harus berdasarlpermusyawaratan
perwakilan, dengan demikian rakyat tidak secaragdang mengatur negara
melainkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di leagla perwakilan rakyat yang
dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umunawatyang bisa kita sebut dengan
PEMILU. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelahljzdran, pasal 1 ayat (2)
menyatakan bahwa: “kedaulatan berada ditangan tralam dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.”

Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang itedelam masyarakat
ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang pa&ean rakyat. Pengertian
kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang geitimntuk membuat undang-
undang dan melaksanakannya dengan semua cara s/@egia. Oleh karena itu,
kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakgdiagai pemegang
kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakabdrnegara.

Kedaulatan rakyat berarti juga, pemerintahan dakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti keere/ang duduk sebagai

penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyagetdiri dan memperoleh dukungan



rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung peagebahwa pemerintahan yang
ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sebdik melalui demokrasi
langsung maupun demokrasi perwakilan.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalahglenggaraan pemilu baik
untuk memilih presiden dan wakil presiden maupuemitiih anggota DPR, DPD,
dan DPRD yang semuanya dilaksanakan menurut ungdss@pg sebagai
perwujudan negara yang menganut sistem demokrdasimd&erangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertudgsigm UU RI. No. 12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (1) yamgunyi:

Pemilihan Umum vyang selanjutnya disebut PEMILU adalsarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kes&apuablik Indonesia

yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik esiatahun 1945.

Dalam hal ini pemilu seharusnya dipahami bukan ga&bajang untuk
mengukuhkan kekuasaan yang sudah ada, melainkas Haadikan proses untuk
membentuk pemerintahan baru. Pemilu yang diseleagga di Indonesia
dilaksanakan setiap lima tahun sekali, ini merupasasta demokrasi bagi seluruh
rakyat Indonesia, namun tampaknya problematika #emsoyang terjadi masih tetap
sama yaitu watak elite politik yang tak mengindahletika berpolitik sehingga
melahirkan suatu sistem politik yang korup dan rdést.

Diadakannya pemilu dimaksudkan untuk memilih wakalkil rakyat agar
dapat menjalankan dan mengatur negara yang merapatakungan yang kuat dari

rakyat sehingga, mampu menjalankan fungsi-fungsimanjadi lebih baik dari

pemerintahan sebelumnya.



Menurut Syamsudin Haris (kompas, 1/5/2003) tertdepgpat faktor dimana
orang enggan untuk aktif berperan dalam pemiluniyak

1. Adanya kekecewaan publik terhadap Partai Politik

2. Partai Politik sebagian kaya akilmabney politic

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengawas di daeramim

melibatkancivil society

4. Sistem Pemilu yang rumit

Dari keempat faktor yang disebutkan di atas tampaksalah satu akan
menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemilihan Umumadiyarakat adalah adanya
kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politikndb&h lagi minimnya pendidikan
politik yang ada di masyarakat. Pada Era Reformaekarang ini yang banyak
melahirkan sistem multi-partai ini merupakan seb#éghk awal pertumbuhan partai
yang didasari kepentingan dan orientasi politik gyaama di antara anggotanya.
Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, kexePartai Politik adalah alat
demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaik@Ruksi kepentingannya.
Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politikskié&eberadaan Partai Politik saat
ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sist&etatanegaraan kita
menghilangkan peran dan eksistensi Partai Poldgéadaan Partai Politik seperti
sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan PaxétilP sebagai pilar utama
penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokragiatdtartai Politik. Karena begitu
pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selagakjika diperlukan sebuah

peraturan perundang-undangan mengenai Partai KPoReraturan perundang-

undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbufemtai Politik yang baik,



sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi FaRalitik yang sehat dan
fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanak&nut@en pemimpin atau
proses pengkaderan, pendidikan politik dan korgosial yang sehat. Dengan Partai
Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercagpaia mendewasakan masyarakat.
Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasamuk memecah belah partai, tapi
konflik yang timbul dicarikan konsensus guna metatipn partai yang sehat dan
fungsional. Pentingnya keberadaan Partai Politlardamenumbuhkan demokrasi
harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undargeperti diketahui hanya
Partai Politik yang berhak mengajukan calon dal@mifPhan Umum. Makna dari ini
semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilibaom (Pemilu), jangan sampai
menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik.

Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemiildmum 2009 digelar
dengan bersandar kepada Undang-undang No. 02 Rflgtentang Partai Politik
yaitu:

“Partai Politik adalah organisasi yang Hatsnasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukata&tadasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan bakmkepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negartg sgmelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanaBidsncdan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam perjalanannya, Undang-Undang ini dianggap urbel mampu
mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi pgawakang efektif dan

fungsional. Undang-undang ini juga belum mampu mekan Partai Politik yang

stabil dan akuntabel. tetapi Masyarakat juga mhsibm percaya pada keberadaan



Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salshtunya adalah sebagai alat
artikulasi kepentingan rakyat.

Kehadiran banyak partai pada saat ini tidak segeardianggap sebagai titik
cerah yang signifikan bagi kebanyakan rakyat, gpatkyat Indonesia kebanyakan
adalah pemilih tradisional. Dan yang lebih memgiti@an adalah bahwa partai
politik yang bermunculan tersebut tidak dapat mum@ngan ideologi yang dapat
mencuri perhatian masyarakat. Partai politik baan Bartai Politik lama yang lemah
cenderung dianggap seperti penghias pesta sajgaR@kak melihat nilai jual yang
baik dari tiap Partai Politik tersebut. Hal ini ngeratkan ketidaktertarikan rakyat
terhadap Partai Politik sedangkan hasrat politikgyada sangat tinggi. Akhirnya
Partai Politik menjadi hambatan atas partisipasliitipomasyarakat akibatnya
ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai Polltiuma masa lalu akibat
kebohongan publik saat kampanye membuat PartaiikPttlak dijadikan pilihan
untuk mewadahi hasrat politik tersebut. Maka rakpatlomba mencari celah
berpolitik menuju kekuasaan tanpa Partai Politik, ashtaranya adalah calon
perseorangan atau independen seperti yang margidnisu politik saat ini. Dan ini
membuktikan bahwa hasrat politik menuju kekuasaasiimbisa disalurkan tanpa
partai politik, di antaranya adalah mekanisme péarl anggota Dewan Perwakilan
Daerah pada setiap pemilu lantas dalam tiap pillssti@ntiasa terhembus isu calon
kepala daerah perseorangan. Hal ini membuktikampbethasrat politik rakyat

Indonesia begitu tinggi.



Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif damdsional diperlukan
adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tangandan dan kepercayaan
rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebaganbawa ketidakstabilan politik
sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat. Untekciptakan sistem politik
yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, ldkzer sebuah peraturan
perundang-undangan yang mampu menjadi landasantiraguhnya Partai Politik
yang efektif dan fungsional.

Masyarakat sangat berharap bahwa partai politiektithanya bertujuan
kekuasaan politik saja tetapi partai politik hajuga melaksanakan fungsinya secara
sungguh-sungguh terutama fungsi rekrutmen pol#dsialisasi politik, komunikasi
politik, pendidikan politik dan lain-lain. Apabilpartai politik telah melaksanakan
fungsinya dengan baik maka masyarakat akan betul-beemberikan kepercayaan
kepada partai politik secara berkesinambungannkakepercayaan masyarakat akan
menjadi sebuah barang berharga bagi partai pailitiksendiri, terutama demi
eksistensi sebuah mesin politik yang selalu memompainya sebuah kekuasaan
negara.

Tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat berhwyurdengan perilaku
politik masyarakat dalam pemilu, apabila masyarakesrcaya maka akan
meningkatkan partisipasi politik dan menciptakamilgleu politik yang baik, ini
dapat dilakukan oleh insan atau individu guna meremak dan kewajibannya
sebagai insan politik. Seorang individu atau kelokngiwajibkan oleh Negara untuk

melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan ggeripolitik, adapun yang



dimaksud dengan contoh perilaku politik yaitu: rkalkan pemilihan untuk memilih
wakil rakyat atau pemimpin, mengikuti dan berhaknjaéi insan politik yang
mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikermas atau organisasi
masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSMpwat apabila masyarakat
kurang percaya terhadap parpol maka ini bisa cendenegatif yaitu dengan adanya
golput atau golongan putih.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, makaipéyerimaksud mengakaji
dan menganalisis secara mendalam dalam sebuahitip@nelang berjudul :
TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TENTANG PARTAI POLITIK
DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERILAKU POLITIK DALAM PEMILU
(Studi pada Masyarakat di Kabupaten Bandung) apakah tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap partai politik mampu meningkatberilaku positif masyarakat
dalam pemilu atau bahkan sebaliknya, mengingat ikbrekonomi masyarakat,

tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarg&ag masih terbilang rendah.

B. Rumusan Masalah dan Identifikast M asalah
1. Rumusan Masalah
Mengingat luasnya permaslahan tersebut di atasa rpekulis membatasi
pokok rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
Seberapa Besar Tingkat Kepercayaan Masyarakat Tentang Partai Politik dan

Hubungannya dengan Perilaku Politik Dalam Pemilihan Umum



2. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikateltér dahulu, setelah
mempelajari keadaan yang sebenarnya maka masagdahdiadentifikasikan sebagai
berikut:
1. Adakah hubungan yang fungsional antara tingkat fkkgyaan masyarakat
tentang partai politik terhadap perilaku politiata pemilu?
2. Bagaimana bentuk hubungan antara tingkat kepercayesyarakat tentang
partai politik dengan perilaku politik dalam penfilu
3. Seberapa besar kadar signifikansi tingkat kepesrayaasyarakat tentang

partai politik mempengaruhi perilaku politik dalggamilu?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikatas]i secara umum
penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gambagecara aktual dan faktual
mengenai tingkat kepercayaan masyarakat Desa Maigahtentang partai politik
dan hubungannya dengan perilaku politik dalam Remil
2. Tujuan Khusus
Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitidalah:
a. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang fundsamara tingkat
kepercayaan masyarakat tentang partai politik teghgoerilaku politik dalam

pemilu.



b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antsgkat kepercayaan
masyarakat tentang partai politik terhadap periladditik dalam pemilu.
c. Untuk mengetahui signifikansi tingkat kepercayaasyarakat tentang partai

politik dan hubungannya dengan perilaku politikagialpemilu.

D. Kegunaan Pendlitian/M anfaat Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untmenambah wawasan
keilmuan bagi peneliti khususnya dan berbagai pipakg berkepentingan yang
secara langsung akan memberikan penguatan teomemansejauhmana tingkat
kepercayaan masyarakat tentang partai politik dagahpengaruhi perilaku politik
masyarakat dalam pemilu.
2. Kegunaan Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikaformasi bagi berbagai
pihak yang berkepentingan untuk dijadikan studi do@gn dalam menilai dan
menentukan suatu sistem ataupun mekanisme yanggpajpat dalam sistem politik

di Indonesia mendatang.
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E. Anggapan Dasar

Sebagai titik tolak berfikir dalam masalah penafitini penulis menggunakan

anggapan dasar sebagai berikut :

1.

Pemilu merupakan syarat mutlak yang harus ada dalagara demokrasi.
Namun tidak berati bahwa Negara yang sudah melakaanpemilu dapat
dikatakan sebagai Negara yang demokratis, karemélypgang dilaksanakan
secara demokratis belum tentu melahirkan kepaleaafdedan wakil Negara
yang demokratis. (Dedi Mulyasana, 2003:182)

Pengalaman-pengalaman politik berperan penting ndal@embentukan
kepribadian politik.( Rafael Raga Maran, 1999:140)

Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dasiawsasi politik. Partisipasi
politikpun dapat dijelaskan sebagai usaha terosgamleh warga Negara
untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempangabentuk dan
jalannya kebijaksanaan umum. (Michael Rush dan@PAithof, 1999:147)
Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalarktifi@s-aktifitas
politiknya (Rafael Raga Maran, 1999:148)

Faktor utama yang mendorong orang untuk berpaassigalam kehidupan
politik adalah kepuasan finansial. (Frank Lindedfdl999:156)

Cara efisien dapat dilakukan untuk meningkatkarattesan politik rakyat
adalah melalui pendidikan politik, agar melatih yakuntuk menggunakan

hak pilihnya dalam pemilu. (Komala Nurmalina,1985)
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7. Golput atau golongan putih dalam pemilu bisa jugacal karena kerumitan
teknis mencoblos nomor dan tanda gambar atau naheg. ¢Tataq Chimad,

2004 : 58)

F. Hipotesis
Hipotesis merupakan hal yang penting dalam suatelpi@n ilmiah, dimana
hipotesis ini merupakan suatu petunjuk yang akamud@hkan penulis dalam
mengumpulkan data. Sugiyono (2005:82) menyatakawda“Hipotesis merupakan
jawaban sementara terhadap rumusan masalah pemieliDikatakan sementara
karena jawaban yang diberikan baru didasarkan yamg relevan belum didasarkan
fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpuata.
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakasg thajukan hipotesis
penelitian sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan fungsional antara tingkat kepesta masyarakat tentang
partai politik dengan perilaku politik dalam perdn umum.
2. Terdapat bentuk hubungan yang liniear antara tinglkpercayaan masyarakat
tentang partai politik dengan perilaku politik dal@emilihan umum.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkpekeayaan masyarakat tentang

partai politik dengan perilaku politik dalam perdn umum.
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G. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi salah persepsi dalam penulisan maka penulis

mencantumkan penjelasan istilah sebagai berikut

1. Tingkat
Tingkat adalah tinggi rendah martabat (kedudulabrgtan, kemajuan, peradaban,
dsb). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:950mdaka ini tingkat dapat
diartikan sebagai tinggi rendahnya suatu kemajuamgy dalam hal ini
berhubungan dengan partisipasi politik.

2. Kepercayaan
Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan basuats yang dipercayai itu
benar-benar atau nyata. Harapan dan keyakinan ledjajuran (Kamus Besar
Bahasa Indonesia).

3. Masyarakat
Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam ddas&iasnya dan terikat
oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap samasgtaunlah orang dalam
kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan ybearbudaya. (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 1999:564).

4. Partai politik
Partai politik adalah organisasi dan aktivitasstets politik yang berusaha
menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebunhghrkuakyat atas dasar
persaingan dengan suatu golongan atau golonganggidain yang mempunyai

pandangan yang berbeda. oleh Sigmund Neuman (MBiaahierdjo, 2000:162)



13

5. Perilaku politik atau political behavior
Perilaku politik ataipolitical behavior adalah perilaku yang dilakukan oleh insan
atau individu atau kelompok guna memenuhi hak damakbannya sebagai insan
politik atau kegiatan yang berkenaan dengan prpsetbhuatan dan pelaksanaan
keputusan politik (Ramlan Surbakti, 1992:131).

6. Pemilihan umum
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILUl@dssarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republi&ni@sia yang berdasarkan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1848. No 12 Tahun 2003

Pasal 1).

H. Metode Dan Teknik Penelitian
1. Metode Penélitian

Metode adalah cara untuk mencapai tujuan peneltteargan menggunakan
teknik dan alat tertentu. Metode yang digunakanh gienulis, mengacu pada
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2002:33) yamgnjelaskan bahwa metode
deskriptif yaitu metode dalam pencarian fakta stadekelompok manusia, suatu
obyek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiraupata peristiva pada masa
sekarang dengan interprestasi yang tepat. Pendeksing digunakan adalah
pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang mekinkan dilakukannya
pencatatan dan penganalisaan data hasil penelgiagan menggunakan perhitungan

secara statistik.
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2. Teknik Pendlitian

Dalam penelitian ini  penulis menggunakan teknik nghiéian dan

pengumpulan data dengan pendekatan survei yangutieli

a. Observasi

b.

Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatanysatan perhatian terhadap
suatu objek dengan menggunakan seluruh alat inMgaurut Ahmad Supardi
(1978:14) observasi adalah pengamatan langsung $iatematis dan objektif
terhadap gejala-gejala diluar pengamatan obse@®eservasi digunakan untuk
mengetahui kondisi objektif masyarakat di Kabup@&andung.

Angket

Angket atau kuesioner, adalah sejumlah pertanyaéulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam artirEpdoentang pribadinya atau
hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto: 20028) angket ini disebarkan

kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

c. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data aterggra lisan terhadap
responden, dengan menggunakan pedoman wawancayéeyam disediakan. Hal
ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nasuti®®9§:73), bahwa “tujuan
wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkgrdlam pikiran dan hati

orang lain.
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d. Studi Literatur
Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuknmengkapkan berbagai teori
yang relevan dengan permasalahan yang sedang pihatda diteliti sebagai
bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil mabagai buku-buku yang

dianggap relevan terhadap isi penelitian.

Variabel Penelitian
Variabel adalah objek yang dijadikan sebagai tgérhatian dalam suatu
penelitian, Suharsimi Arikunto mengatakan (2002:88hwa variabel adalah gejala
yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian.sBreya dalam penelitian terdapat
variabel penyebab (independen) atau variabel bdbagan tanda X dan variabel
akibat (dependen) atau variabel terikat dengarataid
Dalam penelitian ini dapat ditentukan variabelngbagyai berikut:
1. Variabel bebas atau independen variabel (X) dalamneltian ini yaitu;
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partdikpoli
2. Variabel terikat atau dependen variabel (Y) dalaemgtitian ini adalah;

perilaku politik dalam pemilihan umum.
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Tabe 1.1
Operasional Variabe Pendlitian
Variabel Dimens Indikator Ukuran
Percaya a. Percaya terhadap Memiliki
Kepercayaan terhadap pejabat keyakinan diri
masyarakat (X)| pemimpin pemerintah yang terhadap hasil
politik membuat keputusan
keputusan pimpinan
> Memiliki
keterbukaan

terhadap rekan
kerja

Dapat mengambil
keputusan dengan
tepat

Percaya pada
dedikasi dari

pejabat pemerintah

b. Percaya terhadap

partai politik

Memiliki
keyakinan
terhadap visi dan
misi partai
Memilih partai
tertentu  sebagai
aspirasi politik
Percaya bahwa
partai tertenty

dapat melakukan
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perubahan
c. Percaya terhadap Memiliki
calon legislatif keyakinan
dalam pemilu terhadap

kemampuan dar
calon legislatif

Percaya bahw.
calon legislative
dapat = membaw.
aspirasi

masyarakat
Memiliki

kepercayaan
kejujuran calon

legislatif

Percaya
terhadap
organisasi

politik

a. Menjadi anggota
organisasi
politik

L 4

Masuk menjad
anggota organisays
politik

Aktif dalam

kegiatan organisasi

politik
Ikut terlibat dalam
kampanye parta

politik

K

"4

D

b. Berperan aktif
menjadi

pengurus partg

politik

Ikut serta dalan
kegiatan-kegiatan
yang
diselenggarakan

Il
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partai politik

lkut serta dalam

memajukan partg

politiknya
Aktif  mengurus
partai politik
c. Berperan dalani Berperan aktif
pengkaderan dalam proses
partai politik pendidikan politik
di masyarakat
Aktif dalam
pengembangan dan
pelatihan kadey
partai
Berperan dalam
merekrut kader
partai
Perilaku politik a. Tingkat Aktif dalam
PeriXTPUK | NG Partisipasi memberikan suarg
) politik dalam Pemilu

Ikut serta menjadi

panitia pengawas

pemilu

Ikut berperan serta
dalam memilih
Calon Kepala

Daerah
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b. Keputusan untul
memilih  partai

politik

Memilih
politik

partai
sesuai
dengan aspirasinya
Memiliki

pandangan yang
sama dengan partai
politik

Memiliki

partai

kader

yang
diunggulkan

c. Keterikatan
emosional
dengan  partal

politik

Memiliki

kepercayaan da

>

keyakinan
terhadap ideologi
partai

Memiliki ideologi
yang sama dengdn
partai politik
tertentu

Adanya kesesuaian
antara pemilih
dengan  perilaku

partai tertentu
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J. Lokasi, Populasi dan Sampel
1. Lokas Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupatenn@ag. Adapun yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyaragiang tinggal di Kabupaten
Bandung.
2. Populas dan Sampel

a. Populasi

Dalam setiap penelitian ilmiah yang berusaha untukmecahkan suatu
permasalahan, perlu didukung dengan adanya sejurdith dari lapangan.
Sehubungan dengan proses pengumpulan data terpeblut, ditegaskan megenai
populasi dan sampelnya. Sugiono (2008) memberikanjefasannya mengenai
populasi, bahwa populasi merupakan wilayah gersasiliyang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristitehtu yang diterapkan oleh
Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kepulannya

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh madgwr RW 10 Desa
Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yaengikuti pemilihan

umum yang berjumlah 464 orang.

b. Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (2008), “sampel merupakan bagian ¢umlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebhutAdapun sampel menurut
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Suharsimi Arikunto (2007), yakni “sampel merupalsmibagian atau wakil populasi
yang di teliti

Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel giabgm penelitian ini,
menggunakan teknikstratified random sampling, dimana menurut Sugiono
(2008:121) yaitu “teknik yang digunakan bila popillanempunyai anggota/unsur
yang tidakhomogeny dan berstrata secara proposional’.

Dalam teknikSmple Random Sampling semua subyek yang termasuk dalam
populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan aaggampel. Masing-masing
subyek diberi nomor urut dengan abjad nama atatamronomor semula. Dengan
kertas gulungan yang berisi nomor-nomor subyelakditan lotre seperti cara lotre
yang sudah umum dikenal (Arikunto, 2002:96).

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambkardigunakan rumus
Taro Yamane. Dengan ukuran populasi (N) = 464 oraa@a jumlah sampel yang
akan dijadikan unit analisis dihitung menggunakamus Taro Yamane sebagai
berikut:

ALON <
1+(Nd?)

dimana: n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
d =tingkat presisi yang ditetapkan (10%)

Berdasarkan rumus dan asumsi di atas, diperolelpedaminimal sebagai

berikut:






